BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Permasalahan

Politik hukum pembentukan undang-undang merupakan kajian yang sangat menarik karena “selama 200 tahun terakhir, lembaga legislatif merupakan institusi kunci (Key institutions) dalam perkembangan politik Negara-negara modern”.
 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (yang selanjutnya disebut BHP) dalam pembentukannya begitu banyak menghabiskan waktu dalam pembentukanya yaitu dari tahun 2007 samapai tahun 2009
 dan begitu banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara yang sekiranya dialihkan ke masyarakat, maka sangatlah bermanfaat. Undang-undang BHP disahkan pada tanggal 16 Januari 2009, tidak kurang dari dua bulan tepatnya pada tanggal 12 Februari 2009 undang-undang BHP ini diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 undang-undang BHP ini dibatalkan secara keseluruhan. 

Berdasarkan pembatalan undang-undang BHP yang begitu cepat, mengakibatkan implikasi yang sangat banyak diantaranya terhadap biaya yang telah dihabiskan dalam pembentukan undang-undang BHP dan terhadap perguruan tinggi yang telah menerapkan system BHP. Dalam wawancara Wartawan Koran Kompas dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR  RI)  Priode Tahun 2004-2009 yaitu Agung Laksono, mengatakan “pembahasan satu rancangan undang-undang di Kantor DPR dibutuhkan biaya sebesar Rp 1,1 miliar samapai 2,4 miliar”.
 Begitu besarnya biaya pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU), hal ini menimbulkan pertanyaan ketika undang-undang yang dibentuk dengan biaya yang sangat mahal tidak efektif bahakan menjadi undang-undang yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah dibatalkan. Sekedar Pembahasan sebuah RUU saja membutuhkan biaya begitu besar, belum lagi dalam proses-proses yang lain. Dalam tulisan di Koran Kompas menguraikan betapa besar biaya-biaya pembentukan undang-undang di setiap bagiannya. Adapun ongkos Legislasi Tahun 2006 dijabarkan sebagai berikut: 

Dalam Sekretaris Jendral DPR

1. pengumpulan data bahan masukan RUU: Rp 1.063 miliar

2. pengumpulan data pembahasan RKP, RAPBN, APBN Peribahan, dan PAN: Rp 185 juta

3. koordinasi penyusunan PUU: Rp 6.591 miliar

4. penyusunan naskah: Rp 1.707 miliar

5. total: Rp 9.536 miliar

Dalam Badan Legislasi

1. Perjalanan dinas dalam negeri (program legislasi nasional): Rp 64.481 miliar

2. perjalanan dinas dalam negeri badan legislasi: Rp 6.578 miliar

3. perjalanan dinas luar negeri program legislasi: Rp 32.69 miliar

4. perjalanan dinas luar negeri badan legislasi: Rp 1.633 miliar

5. total: Rp 105.382 miliar

Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang

1. perencanaan dan penetapan: Rp 1.184 miliar

2. pembentukan 33 undang-undang inisiatif DPR Rp 2.458 miliar: Rp 81.133 miliar

3. Kerjasama penyusunan naskah akademik lima RUU: Rp 625 juta

4. pembahasan 53 undang-undang inisiatif pemerintah 1.355 miliar: Rp 71.857 miliar

5. Studi banding 20 RUU: Rp 1.491 miliar

6. pengesahan dan penyebarluasan undang-undang: Rp 75 juta

7. pelaksanaan dan tugas badan legislasi: Rp 3.716 miliar

8. total: Rp 160.083 miliar

Betapa besar anggaran pembentukan undang-undang pada tahun 2006, dan hal ini sangat berkaitan dengan studi kasus yang diangkat dalam tesis ini yaitu undang-undang 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-undang BHP adalah undang-undang yang Rancangan Undang-Undangnya di bentuk mulai dari Tahun 2006 hingga 2009. Berdasarkan undang-undang BHP yang dibatalkan pada Desember Tahun 2009, hal ini menunjukkan bahwa biaya pembentukan undang-undang yang mahal dan lama dalam prosesnya bukan jaminan undang-undang tersebut akan menjadi undang-undang yang efektif. 

Lantas bagaimana seharusnya sebuah undang-undang dikatakan efektif? Undang-undang yang efektif adalah undang-undang yang merespon keinginan masyarakatnya atau yang disebut sebagai hukum responsib. Mochtar Kusumaatmadja
 mengatakan “Negara Republik Indoneisa dalam kebijaksanaan hukumnya menganut teori hubungan,” yaitu kebijakan hukum berupa pembentukan undang-undangan terkait perkembangan masyarakat. Kebijakan pembentukan perundang-undangan merupakan komponen yang penting bagi pembangunan hukum Indonesia karena Indonesia menganut system hukum Eropa Kontinental.  Sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan peraturan hukum tertulis sebagai sumber utama sistem kaidahnya.
 Dengan demikian, hukum dalam system Eropa Kontinental menjadikan hukum tertulis berbentuk undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utamanya.

Begitu penting undang-undang dalam pembentukan hukum di Indonesia, sehingga dalam pembentukannya dianggarkan biaya yang sangat banyak, namun biaya yang begitu banyak tidak sebanding dengan kualitas undang-undang yang dihasilakan karena begitu banyaknya undang-undang yang dibatalkan dan tidak berlaku efektif, bahkan jumlah RUU yang diselasaikan lebih sedikit dari proglegnas yang di tetapkan. Dalam catatan dari tahun 2005 hingga 2010 sebagai berikut.

Tabel 1.1: Data Produk Legislasi dari DPR RI. 

	Tahun
	Jumlah

	
	Program Legislasi Nasional
	Produksi Undang-Undang 

	2005

2006

2007

2008

2009

2010
	55 

76

78

81

76

70
	14 

39

40

61

39

7


Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa DPR hanya menyelesaikan setengah dari rata-rata prolegnas yang harus di selasaikan. Dalam tulisannya Ahmad Yani bahwa DPR RI priode 2004-2009, dari 311 RUU yang harus diselasaikan, hingga akhir masa jabatannya mereka hanya bisa menyelasaikan 193 RUU menjadi undang-undang.
 Rendahnya produk undang-undang yang diselasaikan oleh para DPR RI, ini berarti bahwa selain banyaknya permasalahan rakyat yang belum dapat di salurkan dan salasaikan, juga RUU di Badan Legislasi akan terus bertambah tiap tahunnya yang pada akhirnya menumpuk tidak terkendali. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka permasalahan rakyat semakin bertambah dan memerlukan pengaturan, oleh karena itu, DPR harus memiliki menejamen waktu yang sistemmatis dalam menyelesaikan RUU menjadi UU.   

Selain permasalahan jumlah produktifitas DPR RI menjadi pertanyaan terkait fungsi utama DPR RI sebagai lembaga legislator adalah seberapa baik kualitas produk undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR RI. Selain permasalahan diatas juga ada permasalahan pada waktu pembentukan rancangan hingga pembahasan undang-undang. Dalam pembentukan sebuah undang-undang melalui proses yang sangat panjang mulai dari pembentukan rancangan undang-undang, kemudian masuk kedalam Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas), pembahasan tingkat pertama, pembahasan tingkat kedua, pengeshan RUU menjadi undang-undang
. Setelah menjadi undang-undang, tidak jarang undang-undang yang telah menghabiskan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama ini tidak berlaku efektif sebagaimana yang diharapkan, bahkan sebuah undang-undang dibatalkan tidak lama setelah berlakunya. Berdasarkan ketidak efektipan dan pembatalan sejumlah undang-undang ini mengakibatkan kerugian yang  besar bagi bangsa Indonesia baik kerugian secara matrial berupa uang Negara yang terkuras sia-sia dan tenaga yang dihabiskan sia-sia juga karena rancangan undang-undang yang dibahas akhirnya dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK RI) lantaran bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia. Data di MK juga menjelaskan seberapa banyak pembatalan undang-undang setiap tahunnya, hal ini dapat kita liaht dalam tabel sebgai berikut:

Tabel 1.2: Rekapitulasi Perkara PUU 2003 - 2011


	NO
	TAHUN
	SISA
YANG
LALU
	TERIMA
	JUMLAH


(3+4)
	PUTUS
	JUMLAH
PUTUSAN

(6+7+8+9=10)
	SISA
TAHUN
INI
(5-10)
	JUMLAH
UU
YANG
DIUJI
	KET

	
	
	
	
	
	KABUL
	TOLAK
	TIDAK
DITERIMA
	TARIK
KEMBALI
	
	
	
	

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8
	-9
	-10
	-11
	-12
	-13

	1
	2003
	0
	24
	24
	0
	0
	3
	1
	4
	20
	16
	(8) 2 tidak berwenang

	2
	2004
	20
	27
	47
	11
	8
	12
	4
	35
	12
	14
	

	3
	2005
	12
	25
	37
	10
	14
	4
	0
	28
	9
	12
	

	4
	2006
	9
	27
	36
	8
	8
	11
	2
	29
	7
	9
	

	5
	2007
	7
	30
	37
	4
	11
	7
	5
	27
	10
	12
	

	6
	2008
	10
	36
	46
	10
	12
	7
	5
	34
	12
	18
	-

	7
	2009
	12
	78
	90
	15
	17
	12
	7
	51
	39
	27
	-

	8
	2010
	39
	81
	120
	17
	23
	16
	5
	61
	59
	58
	

	9
	2011
	59
	86
	143
	19
	23
	27
	11
	81
	60
	0
	

	Jumlah
	168
	414
	580
	94
	116
	99
	40
	350
	228
	166
	


Berdasarkan data tersebut diatas, undang-undang seharusnya berlaku efektif dan bersipat responsif
 bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga undang-undang tersebut dapat memberikan mamfaat yang besar dalam kehidupan bernegara dan bagi rakyat Indonesia yang diatur merasakan manfaat dan keadilan yang diberikan oleh undang-undang dalam kerangkan Negara hukum.

Negara Indonesia yang menganut konsep “Rule of law”  yaitu negara yang berdasarkan hukum,
 sebagaimana dituliskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka kekuasaan pemerintah dalam menjalankan negara pada dasarnya dibagi menjadi tiga yaitu legislasi, eksekutif, dan yudikatif (teori Trias Politika Montesquieu). Munir Fuady dalam bukunya menjelaskan trias politika sebagi kekuasaan formulasi (membuat undang-undang), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai undang-undang.

Kekuasaan legislasi Indonesia dijalankan oleh DPR, sedangkan dalam proses pembentukan undang-undang dibuat bersama-sama oleh Lembaga Legislatif yaitu DPR dan Lembaga Eksekutif yaitu Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah pusat. DPR dan Pemerintah sebelum membahas undang-undang terlebih dahulu menerima Rancangan Undang-Undang. Rancangan undang-undang bisa diajukan oleh Lembaga Legislatif sebagai wakil dari keinginan rakyat yang diwakili dan bisa juga dari Eksekutif yaitu Pemerintah yang menjalankan undang-undang tersebut, serta bisa juga diajukan oleh DPD yaitu mewakili keinginan daerah. 

Rancangan undang-undang yang bisa diajukan oleh DPR, Pemerintah dan DPD diharapkan membawa aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. DPR, Pemerintah dan DPD dalam proses membuat Rancangan Undang-Undang memiliki aturan sendiri-sendiri yang mengaturnya. DPR dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Tunduk kepada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia No. 08/DPR RI/I/2005-2006,
 sedangkan Pemerintah Tunduk kepada Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005,
 dan DPD tunduk kepada Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 2/DPD/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 29/DPD/2005.
 DPR, Pemerintah dan DPD dalam membentuk dan mengajukan Rancangan Undang-Undang sangat ketat dan selektif serta dibantu oleh para ahli dalam merumuskannya.

Rancangan Undang-Undang yang telah dibentuk kemudian diajukan ke DPR sebagai Lembaga Legislasi untuk dibahas. Rancangan Undang-Undang sebelum dibahas dimasukkan kedalam Badan Legislasi,
 kemudian ditentukan kapan Rancangan Undang-Undang ini dibahas. Pada  Badan legislasi Rancangan Undang-Undang bersaing dengan Rancangan Undang-Undang yang lain sehingga menghabiskan waktu yang panjang, dalam persaingan ini RUU kadang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, sehingga cepat tidaknya pembahasan RUU di DPR dipengaruhi oleh kepentingan dan kekuasaan para penguasa.

Rancangan Undang-Undang yang setelah masuk ke Program Legislasi Nasional, kemudian dibahas bersama-sama oleh DPR dan pemerintah dalam dua tingkat pembahasan yaitu pembahasan tingkat pertama dan pembahasan tingkat kedua. Pembahasan RUU dalam dua tingkat pembahasan ini dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan partai politik yang sangat dominan sehingga seringkali aspirasi dan keinginan rakyat dalam hukum sering tersumbat oleh konfigurasi politik dalam pembahasan di DPR RI. Thohari dalam analisis penelitiannya mengatakan, “mekanisme pembahasan yang ada di DPR tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang…”
. Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka pembahasan RUU tidak sepenuhnya mewakili keinginan dan harapan masyarakat, namun terkesan ditentukan oleh keinginan para elit politk yang berkuasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh proses pembentukan undang-undang di Indonesia.  Penelitian ini difokuskan pada pembentukan undang-undang yang efektif, dan undang-undang BHP yang telah dibatalkan dijadikan sebagai bahan study kasus penelitian. Undang-Undang BHP dalam pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan menghabiskan biaya yang banyak, maka peneliti menelitin undang-undang BHP sebagai “gesetzgebungstheorie” yaitu berusaha menerangkan pemahaman yang sifat mendasar tentang pembentukan undang-undang BHP, fungsi perundang-undangan.
 

Penelitian tentang Ilmu perundang-undangan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti di dalam desertasinya Saldi Isra yang berjudul “Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia”. Beda tesis ini dengan desertasi yang tulis oleh Saldi Isra adalah dalam desertasi menjelaskan pergeseran fungsi legislasi dalam perubahan UUD 1945 dan perubahan bunyi teks Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 serta fungsi legislasi sebelum perubahan serta pergeseran fungsi legislasi dalam system pemerintahan Indonesia
, sedangkan tesis yang ditulis ini  adalah meneliti proses pembentukan undang-undang serta efektifitasnya dalam masyarakat, serta mencoba menganalisis permasalahan produk undang-undang yang tidak responsive. 

Selain terbut diatas, ada juga tesis yang berjudul “Deregulasi dan Kofigurasi Politik di Indonesia Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tatanegagara” ditulis pada tahun 1997 oleh Zen Zanibar M.Z. Penelitian ini meneliti produk deregulasi hukum ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru itu apakah sesuai dengan UUD 1945. Penelitian selanjutnya adalah “Politih Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi Tentang Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia”, oleh Anton Afrizal Candra. Sedangkan hal yang baru dalam penelitian ini adalah meneliti proses pembentukan undang-undang di DPR, yang dijadikan studi kasusnya penelitian ini adalah Undang-Undang BHP. Pada kesempatan ini akan diteliti konfigurasi Politik hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang BHP dan penyebab Undang-Undang BHP di batalkan di MK serta bagaimana seharusnya undang-undang yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian hukum, harus ada kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting dalam penelitian hukum.
 Dalam rumusan masalah tesis ini, akan mengkaji kerangka konsepsual dari pembentukan undang-undang dan landasan teori politik hukum serta efektifitas pembentukan perundang-undangan. Dalam bukunya Peter Marzuki mengatakan bahwa penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep huku yang dapat dirumuskan dalam suatu gagasan yang dapat direalisasikan.
 Penelitian undang-undang BHP dikaji dari sudut pandang Hukum Tata Negara terutama, dari segi teori hukum perundang-undangan serta konfigurasi politik hukum pembentukan undang-undang dan keuasaan yang ada didalamnya. Dampak yang diakibatkan undang-undang BHP setelah diterapkanya. Adapun permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah politik hukum pembentukan undang-undang BHP?

2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 dan Implikasinya?

3. Bagaimana menciptakan produk undang-undang yang baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi? 

1.3 Kerangka Teoritis

Penelitian tesis ini mengenai politik hukum pembentukan undang-undang di Indonesia yang dijadikan studinya adalah undang-undang BHP. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori yang akan digunakan pada penyusunan tesis ini adalah:

Pertama, teori politik hukum yaitu produk hukum yang dihasilkan oleh para legislator merupakan hasil produk politik, karena dalam hal ini hukum lah yang terpengaruh oleh politik dalam pembentukannya.
 Tarik menarik kepentingan politik dalam pembentukan undang-undang disebut dengan konfigurasi Politik. Konfigurasi politik hukum dalam pembentukan undang-undang BHP. Pada dasarnya produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga pembuat aturan undang-undang ditentukan oleh konfigurasi politik yang digunakan pada saat pembentukannya, jika dalam pembentukan undang-undang digunakan konfigurasi politik hukum demokratis, maka undang-undang yang dihasilkan adalah kebijakan undang-undang yang responsib dan mudah diterima oleh masyarakat. Namun sebaliknya jika pembentuka undang-undang tersebut menggunakan konfigurasi politik hukum yang otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan akan respresib yang sewenang-wenang dalam berlakunya, dan cendrung undang-undang seperti ini menjadi musuh bersama dalam masyarakat.

  Kedua, selanjutnya penelitian ini akan menggunakan teori pembentukan undang-undang yang patut atau baik berdasarkan pendapatnya A. Hamid Attamimi. Undang-undang adalah landasan hukum yang menjadi dasar oelaksana dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
 Dalam pembentukan sebuah undang-undang yang baik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dan materi muatan undang-undang tersebut harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat berlaku berkelanjutan.

Ketiga, teori pembangunan hukum yang berasal dari teori Lawrence M. Friedman. Efektifitas sebuah undang-undang akan bisa berjalan jika berjalan seimbang dengan tiga elemen pembangunan hukum yaitu undang-undang harus didukung oleh struktur hukum yang baik dalam eksekutif yang menjalankan undang-undang tersebut. Kedua budaya hukum yaitu pembentukan undang-undang harus disesuaikan dengan budaya hukum dalam masyarakat yang diaturnya. Ketiga subtansi hukum yang tepat dan jelas dalam suatu undang-undang yang dibentuk.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, methodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan kontruksi.
 Adapun tujuan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
 Tujuan penelitian tesis ini adalah ingin mengetahui dan mencari jalan keluar dari permasalahan pembentukan undang-undang, sehingga masyarakat mendapat manfaat dari undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan keuangan negara tidak dirugikan oleh besarnya biaya pembentukan sebuah undang-undang sehingga dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia. adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menelaah proses pembentukan rancangan undang-undang BHP mulai dari pengajuan usulan RUU BHP, kompigurasi politik hukum dalam pembahasan di DPR RI hingga pengesahan RUU menjadi undang-undang.

2. Mengkaji dan menganalisi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tentang pembatalan undang-undang BHP, mulai dari pendapat ahli terhadap pasal-pasal yang diuji, dan menganalisis alasan-alsan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan undang-undang BHP. Selain mengkaji alasan para hakim Mahkamah Konstitusi, juga mengkaji implikasi yang di akibatkan oleh pembatalan undang-undang BHP ini.

3. Setelah menelaah proses pembentukan undang-undang dan menganalisis pembatalan undang-undang tersebut, maka tujuan yang terakhir adalah memberikan usulan dan berupa masukan bagaimana cara pembentukan undang-undang yang baik berdasarkan konsep dan nilai-nilai demokrasi.

1.4.2 Manfaat

Manfaat penelitian politik hukum pembentukan perundang-undangan ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam bidang ilmu hukum tata Negara khususnya ilmu politik hukum dalam pembentukan undang-undangan yaitu ilmu pembendukan undang-undang dalam rangka menghasilakan undang-undang yang baik bersifat istimewa een leer van der (bijzondere) rechtsbetrekking.
 Selain itu, menelaah konfigurasi politik yang terjadi antara para legislator yaitu DPR RI.

b. Dalam penelitian putusan mahkamah konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 dengan mengkaji alasan-alasan putusan Mahakamah Konstitusi tentang pembatalan undang-undang BHP ini, diharapkan dapat memberikan masukan terhadapa teori pembentukan undang-undang yang baik. 
c. Mengkaji teori hukum responsif dan teori pembangunan hukum dari Lawrence M. friedman tetang politik pembangunan hukum yaitu struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum, selain itu menkaji asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan yang patut yang dikeluarkan oleh I.C. van der Vlies dan A. Hamid S. Atamimi.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapakan hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan kepada pemerintah dan DPR supaya bisa merumuskan perundang-undanagan yang efektif sehingga suatu perundanag-undangan yang dibentuk tidak sia-sia dan bermanfaat, artinya suatu kebijakan perundang-undangantidak semata-mata dilihat dari aspek pragmatis tetapi juga aspek filosofis,sosiologis, dan yuridis, undang-undang tidak menyimpang dari konstitusi
 sehingga berlaku lama dan bermanfaat bagi masyarakat  Indonesia.

b. Diharapakan hasil penelitian ini memberikan pengaruh terhadapan peradaban manusia,
 karena penelitian ini terkait pembentukan perundang-undangan yang baik dan efektif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode dalam bahasa (Inggris: Method, Latin: Mthodus,  Yunani: Methodos-meta berarti sudah, di atas, sedangkan hodos berarti suatu jalan, suatu cara).
 Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan.
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dikaji secara yuridis normatif, serta dilengkapi dengan kajian yuridis filosofis dan yuridis empiris. 

Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normative dan dilengkapi dengan metode hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif menggunakan Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (yang juga dinamakan bahan hukum penunjang)
 sebagai bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji rumusan permasalahan. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan,
 adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa Pancasila, UUD 1945, undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2005 tentang “Tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional”Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2005 tentang “Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan Rancangan peraturan presiden”, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang “Tata Tertib”, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02B/DPR RI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi NasionalRancangan Undang-Undang Priode Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 dan risalah-risalah sidang pembahasan rancangan undang-undang BHP di Komisi X DPR RI .

Bahan Hukum Sekunder tesis ini adalah bahan hukum yang di jadikan sumber rujukan yang kedua setelah bahan hukum primer seperti buku-buku hukum yang berkaitan dengan kajian ini termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan
 Mahkamah Konstitusi terkait putusan Nomor: 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya sebagai penunjang. Dalam bukunya Soejono Soekanto & Sri Mamudji, bahan hukum tersier dibagi menjadi dua yaitu:
  
1. Bahan hukum yang memberikan petujuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum. Contohnya misalnya, abtrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

2. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologis, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, oleh para peneliti hukum dipergunakan unutuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

Bahan hukum tersier yang banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori terkait pendidikan di Indonesia, selain itu juga penulis akan mengumpulkan komentar-komentar yang terkait dengan kajian ini.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudia dikumpulkan. Adapun cara memperoleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu dengan mencari di situs www.segneg.ri dan perpustakaan baik perpustakaan MPR RI, DPR RI, dan perpustakaan Universitas Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan politik hukum, ilmu perundang-undangan, dan demokrasi sebagiannya penulis beli di toko buku dan selebihnya penulis cari di perpustakaan-perpustakaan.
 Bahan hukum tersier berupa pendapat ahli pendidikan, ahli politik dan komentar-komentar yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh baik dari majalah, Koran, dan komentar-komentar masyarakat dalam berita di internet.   

Sebagai pelengkap dari penelitian ini, maka digunakan data-data hukum. Data-data hukum ini diperoleh dengan cara bersurat kepda pusat dokumentasi DPR terkait data-data proses pembentukan undang-undang BHP, dalam permohonan ini peneliti dapat data-data seperti naskah akademik RUU BHP, risalah-risalah rapat dalam pembentukan undang-undang. Selain data-data peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti staf ahli menteri pendidikan tinggi yang membuat naskah akademik, staf menteri Hukum dan HAM yang melakuhan harmonisasi, dan dengan staf pegawai di Badan Legislasi DPR RI.

Semua bahan hukum dan data hukum yang telah di peroleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan Pendekatan hukum yaitu menggunaka pendekatan sejarah (historical approach)
, pendekatan sejarah digunakan karena untuk meneliti proses pembentukan undang-undang BHP, maka peneliti harus meneliti sejarah proses pembentukannya mulai dari naskah akademik, risalah-risalah rapat dalam pembahasan undang-undang BHP sampai pada undang-undang BHP ini di setujui oleh DPR. Pendekatan kasus (Case Aproach)
 merupakan pendekatan yang mengkaji putusan MK terkait fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para Hakim MK dalam memberikan pertimbangan dalam memutus. Terakhir dari pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (Comparative Aproach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memperbandingkan hukum.
 Adapun perbandingan hukum yang digunakan disini adalah dalam rangka memperoleh konsep pembentukan undang-undang yang baik. 

1.6  Sistematika Pembahasan

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan akan diolah dan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan penulisan yaitu dekriptif-analisis. Setelah itu diuraikan secara sistematis melalui beberapa Bab yaitu sebagai berikut. 

BAB I sebagai “Pendahuluan”, disini menguraikan latar belakang penelitian penelitian ini diangkat berupa alasan-alasan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian baik secara akademis maupun praktik dalam kehidupan, metode penelitian yang digunakan berupa bahan hukum dan pendekatan penelitian yang digunakan, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

BAB II sebagai “Tinajauan Pustaka”, dalam tinjauan pustaka ini dibahas pengertian-pengertian serta teori-teori yang terkait dengan penelitian ini. Pengertian dan teori-teori yang terkait adalah politik hukum berupa politik hukum nasional dan konfigurasi hukum, Negara hukum berupa model hukum yang ada seperti hukum represib, hukum otonom dan hukum responsib, yang selanjutnya adalah terkait teori efektifitas berlakunya hukum yang didukung oleh budaya hukum, system hukum, struktur hukum dan subtansi hukum, selanjutnya teori peraturan perundang-undangan berupa asas undang-undang dan materi muatan undang-undang, dan yang terkahir adalah teori demokrasi berupa prinsip demokrasi dan nilai-nilai demokrasi.

BAB III membahas “Politik hukum pembentukan undang-undang BHP” dalam bab ini akan dibahas latar belakang pembentukan RUU BHP, dilajutkan alasan-alasan pentingnnya dibentuk aturan BHP, Perumusan naskah akademik, pengharmonisan RUU BHP, setelah itu dilanjutkan dengan proses pembahasan RUU BHP, konfigurasi politik yang terjadi dalam pembahasan RUU BHP, dan yang terakhir dari BAB III ini adalah membahas materi muatan pengaturan undang-undang BHP.

BAB IV membahas “Analisis terhadap putusan MK Nomor: 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 “, adapun sub bab yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah alasan pengujian undang-undang BHP ke Mahkamah Konstitusi, setelah itu akan dibahas Fakta-fakta di Persidangan, serta kesaksian dan ketereangan para ahli, setelah itu akan membahas dasar pertimbangan yang digunakan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini, dan yang terakhir menganalisis dampak dari putusan pembatalan undang-undang BHP terhadap Perguruan Tinggi yang telah menjalankannya.

BAB V membahas “Produk undang-undang yang baik”, yang dibahas dalam bab ini adalah proses pembentukan undang-undang yang baik menurut prinsip dan nilai-nilai demokrasi serta mempertimbangkan efektifitas berlakunya, konsep undang-undang yang baik, kemudian membuat idikator undang-undang yang baik seperti apa, setelah itu membuat perbandingan bagaimana Amerika Serikat dan melanda dalam membentuk undang-undangnya.

BAB VI berisi “Penutup” dalam bab penutup ini akan dibahas kesimpulan dari tesis yang buat berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah ada, setelah itu penulis akan memberikan saran terkait bagaimana cara pembentukan undang-undang yang baik.
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